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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan dan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor. Adapun
metode yang digunakan yaitu dengan menggunakan deskriptif kualitatif dimana pengumpulan data melalui wawancara,
observasi, dan dokumentasi, serta data sekunder dari arsip dan literatur terkait Program Keluarga Harapan (PKH). Hasil
penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) secara umum telah dirancang sesuai dengan
kebutuhan keluarga miskin, yang meliputi bantuan tunai bersyarat serta layanan pendukung di bidang kesehatan, pendidikan,
dan pemberdayaan. Pelaksanaan program menunjukkan hasil positif, seperti penyaluran bantuan yang relatif tepat sasaran,
peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan, serta perubahan perilaku positif dari keluarga penerima manfaat.
Namun demikian, hambatan masih juga ditemui, antara lain: keterbatasan kapasitas pendamping, kendala administrasi dan
data, keterlambatan penyaluran, serta rendahnya pemahaman sebagian penerima manfaat terhadap komponen program.
Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu: kapasitas pendamping, koordinasi antar-stakeholder,
ketersediaan data akurat, serta partisipasi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi, peningkatan
kapasitas pendamping, pembenahan mekanisme penyaluran, dan integrasi program pemberdayaan ekonomi untuk
meningkatkan dampak kesejahteraan. Temuan pada penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengelolaan Program
Keluarga Harapan (PKH) di wilayah lain dan pengembangan strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif.

Kata kunci: PKH, Kesejahteraan Masyarakat, Implementasi Kebijakan, Pemberdayaan Keluarga, Biak Numfor

1. Pendahuluan

Peningkatan kesejahteraan masyarakat pada hakikatnya merupakan hasil dari rangkaian perubahan menuju kondisi
kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya, yang biasanya diwujudkan melalui berbagai bentuk
pembangunan yang disusun secara terencana untuk memperbaiki kualitas hidup. Pembangunan masyarakat tidak
hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga meliputi penguatan dimensi ekonomi, sosial, dan budaya
sebagai landasan utama dalam mendorong peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh (Nugroho, S., & Putri,
A. 2018). Upaya pembangunan yang bersifat holistik tersebut diarahkan untuk mengatasi masalah-masalah
mendasar seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan rendahnya kualitas lingkungan sosial yang sering menjadi
hambatan dalam proses peningkatan kesejahteraan. Dengan demikian, pembangunan dipandang bukan sekadar
kegiatan teknis, melainkan proses yang melibatkan berbagai aspek kehidupan dan berorientasi pada
pengembangan kapasitas manusia, pemberdayaan masyarakat, serta pembentukan lingkungan sosial yang lebih
inklusif dan berkelanjutan sebagai prasyarat tercapainya kesejahteraan yang lebih adil dan berimbang (Bergstrom
et al. 2020).

Kemiskinan merupakan isu mendasar yang hampir dihadapi oleh seluruh negara, baik yang telah maju maupun
yang sedang berkembang, meskipun Kkarakteristik dan tingkat permasalahannya berbeda-beda sesuai dengan
dinamika sosial, ekonomi, dan struktur pembangunan masing-masing. Di Indonesia, yang dikategorikan sebagai
negara berkembang, persoalan kemiskinan menjadi perhatian utama karena masih banyak warga yang belum
mampu memenuhi kebutuhan dasar secara memadai (Rahmawati, L. 2017). Kebutuhan dasar ini tidak hanya
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terbatas pada sandang, pangan, dan papan, tetapi juga mencakup akses terhadap pendidikan yang layak, layanan
kesehatan yang berkualitas, serta peluang ekonomi yang adil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan
bukan sekadar kekurangan pendapatan, melainkan masalah yang bersifat multidimensi dan dipengaruhi oleh
faktor-faktor struktural, sosial, budaya, serta kebijakan publik. Kompleksitas itu menuntut strategi penanggulangan
yang lebih menyeluruh dan berkesinambungan, antara lain melalui peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan
institusi sosial, serta penyusunan kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak kepada kelompok rentan (EIk et al.
2020).

Beragam kebijakan telah ditempuh pemerintah untuk menekan tingginya angka kemiskinan, antara lain melalui
perluasan akses lapangan kerja, penyediaan dana bergulir bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta
pembangunan infrastruktur yang dapat menggerakkan aktivitas ekonomi lokal. Langkah-langkah ini pada dasarnya
menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menciptakan kondisi yang mendukung peningkatan kesejahteraan
masyarakat (Rakhmani, E., & Suryani, T. 2020). Namun, pelaksanaan berbagai program tersebut masih belum
sepenuhnya mampu mengatasi kompleksitas persoalan kemiskinan di tingkat lokal, mengingat masih terdapat
persoalan ketidaktepatan sasaran, lemahnya koordinasi antarlembaga, dan minimnya keberlanjutan program.
Kondisi tersebut menegaskan bahwa kemiskinan merupakan isu struktural yang memerlukan penanganan jangka
panjang, pendekatan yang lebih komprehensif, serta strategi pemberdayaan yang dapat menjangkau akar
persoalannya. Oleh karena itu, keberhasilan upaya penanggulangan kemiskinan sangat ditentukan oleh
kemampuan pemerintah bersama para pemangku kepentingan untuk menyusun kebijakan yang lebih responsif,
terukur, dan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat (Cortezzo, Ellis, and Schlegel 2020).

Menurut Soerjono Soekanto (2009:321), kemiskinan digambarkan sebagai situasi ketika seseorang tidak mampu
mempertahankan kehidupannya sesuai dengan standar yang berlaku dalam kelompok sosialnya serta tidak dapat
memaksimalkan potensi tenaga mental maupun fisiknya. Pemahaman ini menegaskan bahwa kemiskinan tidak
semata-mata berkaitan dengan kekurangan sumber daya ekonomi, tetapi juga berhubungan dengan keterbatasan
individu dalam mengembangkan dan memanfaatkan potensi diri, termasuk dalam hal pengetahuan, keterampilan,
serta kapasitas psikososial (Siregar, M. 2016). Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan memerlukan
pendekatan yang lebih komprehensif daripada sekadar penyaluran bantuan material, karena akar masalahnya
sering kali berasal dari rendahnya kemampuan individu untuk meningkatkan produktivitas dan berperan aktif
dalam kegiatan sosial maupun ekonomi. Dengan demikian, intervensi berbasis pemberdayaan—melalui
peningkatan kompetensi, pendidikan, serta penguatan kapasitas keluarga miskin—menjadi aspek penting dalam
mendorong kemandirian jangka panjang dan mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal (Smith,
Avraamidou, and Adams 2022).

Dalam menghadapi permasalahan kemiskinan yang terus berkembang dan bersifat kompleks di masyarakat,
pemerintah dituntut untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mencerminkan
pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab negara dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Sebagai bagian
dari upaya penanggulangan kemiskinan yang menitikberatkan pada unit rumah tangga, pemerintah Indonesia
meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2007 sebagai salah satu instrumen kebijakan strategis
(Sosiawan, D. 2019). PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat yang memberikan transfer tunai kepada
keluarga miskin dengan syarat tertentu terkait pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas hidup. Program ini
bertujuan tidak hanya untuk meringankan beban ekonomi keluarga miskin, tetapi juga mendorong perubahan
perilaku yang positif, memperluas akses terhadap layanan dasar, serta memutus siklus kemiskinan lintas generasi
melalui penguatan modal manusia. Dengan demikian, PKH menjadi salah satu mekanisme pemerintah dalam
merancang intervensi yang lebih terfokus, terukur, dan berorientasi pada prinsip pembangunan yang inklusif
(Roubinov et al. 2021).

Berdasarkan keterangan Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial (Depsos, 2010), Program Keluarga Harapan (PKH)
dikembangkan sebagai salah satu alat strategis untuk mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Milenium
(MDGs), terutama terkait pengurangan kemiskinan ekstrem, penghapusan kelaparan, peningkatan akses dan
kualitas pendidikan dasar, pemenuhan kesetaraan gender, serta penurunan angka kematian bayi, balita, dan ibu
melahirkan. Seiring dengan perubahan dan tuntutan sosial, jangkauan PKH telah diperluas untuk mencakup
kelompok rentan lain, seperti penyandang disabilitas, lansia, serta balita yang berisiko mengalami stunting.
Dengan demikian (Edward 11, 1980), PKH tidak sekadar berfungsi sebagai bantuan finansial, tetapi juga
merupakan kebijakan perlindungan sosial yang menyeluruh dan berkelanjutan, bertujuan untuk memenuhi hak
dasar keluarga miskin sekaligus memperkuat kapasitas mereka dalam meningkatkan kualitas hidup secara jangka
panjang. Pendekatan ini menekankan pentingnya intervensi sosial yang inklusif, menargetkan kelompok paling
rentan, serta terintegrasi dengan strategi pembangunan manusia yang berkelanjutan (YYalamanchili et al. 2023).
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Sebagai program yang dikembangkan secara terpusat, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) melibatkan
berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pendamping PKH, hingga keluarga penerima
manfaat, sehingga proses penyaluran bantuan dan pemenuhan komponen bersyarat menuntut koordinasi yang
efektif di antara para pemangku kepentingan. Kompleksitas ini berpotensi menimbulkan penyimpangan dari
prosedur maupun ketentuan yang telah ditetapkan, baik pada aspek administrasi maupun implementasi di lapangan
(Suharto, 2017). Di beberapa wilayah, termasuk Biak Numfor, tantangan tersebut cukup signifikan dan
memengaruhi efektivitas program dalam mencapai target yang diharapkan. Faktor-faktor seperti koordinasi
antarlembaga yang belum optimal, perbedaan kapasitas pendamping, serta kondisi sosial-ekonomi lokal yang
beragam turut memengaruhi keberhasilan PKH dalam menjangkau kelompok sasaran secara tepat dan tepat waktu.
Oleh karena itu, penguatan mekanisme pemantauan, evaluasi, serta peningkatan kapasitas pelaksana menjadi hal
krusial untuk menjamin program berjalan secara efektif dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan
kesejahteraan masyarakat miskin di tingkat lokal (Rabiah et al. 2022).

Di Distrik Biak Kota, khususnya di Kelurahan Fandoi, masih terdapat banyak warga yang tergolong miskin dan
membutuhkan intervensi melalui program bantuan sosial. Kelurahan ini memiliki 225 kepala keluarga dengan total
jumlah penduduk mencapai 1.963 jiwa, di mana mayoritas warga bekerja dengan penghasilan tidak tetap, terdapat
pegawai negeri sipil, pengangguran, serta sebagian kecil menjalankan usaha mikro seperti kios atau agen sembako.
Kondisi tersebut mencerminkan ketidakstabilan ekonomi dan keterbatasan akses terhadap sumber daya yang
memadai, sehingga menjadikan Kelurahan Fandoi sebagai wilayah dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi.
Berdasarkan situasi ini, pemerintah daerah menilai kelurahan tersebut layak menjadi sasaran Program Keluarga
Harapan (PKH), sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin melalui pemenuhan
kebutuhan dasar, penguatan kapasitas ekonomi, serta pemberdayaan sosial yang berkelanjutan (Sihite et al. 2021).

Meski demikian, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Fandoi masih menghadapi berbagai
kendala signifikan, terutama terkait efektivitas dalam proses pemilihan dan penetapan calon penerima bantuan.
Salah satu masalah yang paling menonjol adalah ketidaktepatan sasaran, di mana beberapa warga yang seharusnya
berhak memperoleh bantuan tidak terdaftar, sementara sebagian penerima yang tidak memenuhi Kriteria justru
tercatat sebagai penerima manfaat (World Bank. 2015). Permasalahan ini dapat disebabkan oleh sejumlah faktor,
termasuk keterbatasan dan ketidakakuratan data administrasi, minimnya pengawasan, serta jumlah dan kapasitas
pendamping PKH yang belum memadai untuk melakukan verifikasi dan pemantauan di lapangan secara optimal.
Kondisi tersebut menegaskan pentingnya penguatan mekanisme seleksi, peningkatan kualitas data, serta
pengembangan kapasitas dan koordinasi pendamping, agar program dapat dilaksanakan lebih tepat sasaran dan
memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di wilayah tersebut (Saepudin and
Wahyudin 2024).

Mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi, evaluasi terhadap implementasi kebijakan dan pelaksanaan
Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Fandoi menjadi hal yang sangat penting untuk menilai sejauh
mana program ini berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian yang dilakukan diharapkan mampu
menghadirkan gambaran empiris mengenai tingkat keberhasilan program, kendala yang muncul, serta adanya
kesenjangan antara kebijakan nasional dengan praktik di tingkat lokal. Hasil temuan tersebut tidak hanya berfungsi
sebagai kajian akademik, tetapi juga dapat dijadikan masukan strategis bagi pemerintah pusat maupun daerah
dalam rangka memperbaiki pengelolaan program bantuan sosial. Dengan demikian, evaluasi ini diharapkan dapat
meningkatkan efektivitas PKH, memastikan program berjalan lebih tepat sasaran, serta memberikan kontribusi
nyata dalam upaya pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Biak
Numfor secara berkelanjutan (Nadhifah and Mustofa 2021).

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif untuk menganalisis kebijakan
dan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak
Numfor. Penelitian dilakukan dengan pengumpulan data primer melalui observasi non-partisipan, wawancara
terstruktur, dan dokumentasi, serta data sekunder dari arsip dan dokumen resmi terkait PKH. Subjek penelitian
meliputi lima penerima manfaat, satu pendamping, satu koordinator, dan satu operator PKH yang dipilih
menggunakan teknik purposive sampling untuk memperoleh informasi yang relevan dan representatif. Observasi
dilakukan untuk mencatat realitas pelaksanaan PKH, sementara wawancara terstruktur digunakan untuk
mendapatkan keterangan dari subjek penelitian secara sistematis, dan dokumentasi meliputi profil PKH, data
peserta, arsip administrasi, dan dokumentasi foto (Sajadi et al. 2021). Data yang terkumpul kemudian dianalisis
secara interaktif melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan verifikasi berkelanjutan
untuk memastikan kredibilitas. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan
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informasi dari berbagai pihak terkait. Etika penelitian dipastikan dengan memperoleh izin resmi dari kelurahan
dan instansi terkait, informed consent dari responden, jaminan kerahasiaan, anonimisasi data, serta hak responden
untuk menarik diri kapan saja. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menghasilkan deskripsi yang akurat
mengenai implementasi PKH dan faktor-faktor yang mempengaruhinya (Arifin, Handoko, and Efendi 2022).

3. Hasil

Tabel 1. Jenis Informan dan Jumlah (Sumber: Pendamping PKH Kabupaten Biak Numfor)

No Informan Jumlah Keterangan

1 | Pendamping Kabupaten 1 orang | Pelaksana teknis di lapangan

2 | Lurah Fandoi 1 orang | Terlibat dalam pendataan dan koordinasi program

3 | Kepala Seksi Dinas Sosial | 1 orang | Pelaksanaan dan proses penerimaan PKH

4 | Tokoh Masyarakat 1 orang | Pendataan secara teratur untuk PKH

5 | Penerima bantuan PKH 1 orang | Membantu kebutuhan rumah tangga

Tabel 2. Jadwal Penerimaan PKH di Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota
(Sumber: Pendamping PKH Kabupaten Biak Numfor)

No | Kelurahan Jumlah Jumlah Penerimaan PKH | Jadwal Bayar | Jam Kegiatan Lokasi
PKH (Per KK/Per Bulan)

1 | Fandoi 436 orang | Rp. 300.000 Rabu, 09:00-16:00 Kantor  Pos

29/10/2025 WIT Mandala
Tabel 3. Kebijakan dan Pelaksanaan PKH di Kelurahan Fandoi
No | Aspek Temuan Pembahasan
1 | Kepatuhan Prosedur pendataan, verifikasi, dan penyaluran | Implementasi bervariasi akibat
Pedoman umumnya dijalankan. kapasitas SDM dan sumber daya
operasional.
2 | Targeting Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) | Menunjukkan kebutuhan
efektif, namun beberapa keluarga miskin non- | pembaruan dan integrasi basis data
DTKS belum terdaftar, sebagian terdaftar tidak | serta standarisasi praktik.
memenubhi Kriteria.

3 | Penyaluran Mayoritas KPM menerima manfaat secara rutin. | Keterlambatan penyaluran

Dana menunjukkan masalah administrasi
dan koordinasi antar-level.
Tabel 4. Kapasitas Pelaksana dan Koordinasi PKH

No Aspek Temuan Pembahasan

1 | Pendamping | Komitmen tinggi, beban kerja besar, akses | Kualitas pelaksanaan sangat bergantung
pelatihan terbatas, dukungan operasional | pada kapasitas pendamping. Penguatan
minim. pelatihan dan fasilitas operasional

diperlukan.

2 | Koordinasi | Internal (Kelurahan-Dinas Sosial- | Perlu peningkatan mekanisme koordinasi
Pendamping) berjalan; koordinasi lintas | lintas sektoral agar target kesehatan dan
sektor  (kesehatan, pendidikan) belum | pendidikan tercapai.
optimal.
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Tabel 5. Hambatan dan Faktor Pendukung Keberhasilan PKH

No Aspek Temuan Pembahasan
1 | Hambatan - Data DTKS tidak selalu akurat atau Hambatan administratif, struktural, dan
terbarui kultural. Perlu sinkronisasi data,
- Keterbatasan anggaran operasional peningkatan anggaran, kampanye
pendamping informasi, penguatan alur penyaluran

- Stigma sosial dan pemahaman terbatas
- Jeda/keterlambatan penyaluran

2 | Faktor - Komitmen pendamping dan dukungan Pendekatan berbasis komunitas dan
Pendukung tokoh Masyarakat penggunaan data lokal meningkatkan
Keberhasilan |- Integrasi data local kepatuhan KPM, perubahan perilaku

- Kegiatan pendampingan kelompok efektif | kesehatan/pendidikan, dan dampak
program

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor,
menunjukkan sifat adaptif yang menyesuaikan diri dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat.
Dalam pelaksanaannya, pendamping PKH bersama aparat kelurahan memiliki peran krusial sebagai penghubung
antara kebijakan nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial dengan kebutuhan nyata masyarakat lokal,
sehingga program dapat berjalan relevan dan responsif terhadap dinamika sosial yang ada. Meskipun prosedur
administratif seperti pendataan, verifikasi, dan penyaluran bantuan telah dijalankan sesuai pedoman resmi,
keberhasilan program tidak semata ditentukan oleh kepatuhan prosedural, melainkan juga bergantung pada
kemampuan sumber daya manusia yang terlibat, koordinasi antar-stakeholder, serta tingkat pemahaman
masyarakat terhadap tujuan dan mekanisme PKH. Faktor lain seperti partisipasi aktif masyarakat, karakteristik
budaya lokal, serta akses terhadap informasi turut berperan penting dalam menentukan efektivitas program. Oleh
karena itu, implementasi PKH di Fandoi memerlukan pendekatan kontekstual yang mampu menjembatani
kebijakan formal dengan kebutuhan riil masyarakat, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar berkontribusi
pada peningkatan kesejahteraan keluarga miskin (Bierman et al. 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, pendamping PKH memiliki peran sentral dalam pelaksanaan
program, terutama dalam menyampaikan informasi mengenai aturan program kepada keluarga penerima manfaat
(KPM) dan memastikan mereka memenuhi kewajiban yang ditetapkan, seperti kehadiran anak di sekolah,
pemeriksaan kesehatan balita, serta pencapaian indikator program lainnya. Namun, pelaksanaan di lapangan
menunjukkan adanya ketidakkonsistenan, seperti data KPM yang tidak selalu akurat, keterlambatan dalam
penyaluran bantuan, serta masih terdapat keluarga miskin yang belum tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial (DTKS). Temuan ini mengindikasikan bahwa kendala administratif, kualitas data, serta koordinasi antar-
stakeholder menjadi faktor penting yang dapat membatasi efektivitas program dalam mencapai tujuannya. Hal
tersebut mencerminkan kompleksitas implementasi kebijakan sosial di tingkat lokal, di mana keberhasilan
program tidak hanya ditentukan oleh rancangan kebijakan secara formal, tetapi juga oleh kemampuan institusi
lokal dalam menyesuaikan mekanisme operasional dengan kondisi sosial masyarakat, kapasitas sumber daya
manusia, serta tingkat partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi PKH memerlukan perhatian yang lebih
pada peningkatan sistem administrasi, perbaikan kualitas data, serta penguatan koordinasi dan pemantauan, agar
program dapat benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga miskin (Rosmaida, Sudi, and
Daud 2021).

Mengacu pada teori implementasi kebijakan Edward 111 (1980), keberhasilan suatu program sangat ditentukan oleh
empat faktor utama, yakni komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, disposisi atau komitmen pelaksana,
serta struktur birokrasi yang mendukung. Dalam penerapan PKH di Kelurahan Fandoi, komunikasi kebijakan dari
tingkat pusat ke tingkat lokal dilakukan melalui peran pendamping PKH dan aparat kelurahan yang bertindak
sebagai penghubung antara kebijakan nasional dengan kebutuhan masyarakat setempat. Meskipun mekanisme
komunikasi formal telah berjalan, efektivitas pelaksanaan program tetap dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas
pendamping, termasuk pemahaman, kompetensi, serta waktu yang tersedia, ditambah dengan koordinasi lintas
sektoral yang belum sepenuhnya optimal, sehingga terjadi variasi dalam implementasi di lapangan. Temuan ini
sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menekankan bahwa kejelasan komunikasi dan kemampuan pelaksana
merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi PKH di berbagai wilayah (Suharto, 2017; Sari, 2020).
Oleh karena itu, meskipun struktur komunikasi telah ada, peran sumber daya manusia dan interaksi antar-institusi
lokal tetap menjadi faktor krusial yang menentukan sejauh mana kebijakan PKH dapat diterjemahkan dan
dijalankan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin (Zulfigar and Ritonga 2024).

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3775
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

5100




Djunaedi®, Tedy Nurmansyah?, Marthen Hengky P. Kafiar®, Brian Aristoteles Ronsumbre*, Ruslan®,
Fatimah Alkatiri®, Jane Valentina Rumbiak’, Potros Yubelina Awak®
Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS) Volume 4 Nomor 4, 2025

Selain aspek komunikasi dan kapasitas pelaksana, ketersediaan sumber daya operasional dan anggaran untuk
pendamping PKH menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan program. Tingginya beban kerja yang
dihadapi pendamping, ditambah dengan keterbatasan sarana dan fasilitas pendukung, kerap membatasi intensitas
pemantauan serta pendampingan terhadap keluarga penerima manfaat (KPM), sehingga efektivitas program tidak
selalu optimal. Di sisi lain, keterlibatan tokoh masyarakat setempat dan pemanfaatan data lokal yang akurat
terbukti berperan sebagai faktor pendukung yang signifikan, karena dapat meningkatkan kepatuhan KPM terhadap
kewajiban program, memperkuat proses sosialisasi, dan mendorong perubahan perilaku yang positif, khususnya
dalam pendidikan anak dan pemenuhan kebutuhan kesehatan keluarga. Temuan ini menunjukkan bahwa
keberhasilan implementasi PKH tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran dan kapasitas sumber daya
manusia, tetapi juga menuntut strategi kolaboratif yang melibatkan aktor lokal, pemanfaatan data berbasis
komunitas, serta mekanisme pengawasan yang responsif terhadap dinamika sosial masyarakat setempat
(Sasongko, Prestoroika, and Siallagan 2021).

Secara keseluruhan, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Fandoi menunjukkan bahwa
kesuksesan program tidak hanya ditentukan oleh kejelasan kebijakan nasional, tetapi juga sangat bergantung pada
kemampuan adaptasi di tingkat lokal, kapasitas pendamping, efektivitas koordinasi antar-stakeholder, serta
partisipasi aktif masyarakat. Temuan ini mengindikasikan bahwa implementasi PKH memerlukan pendekatan
yang komprehensif, mencakup penguatan kapasitas pendamping melalui pelatihan dan penyediaan fasilitas
operasional yang memadai, perbaikan manajemen data DTKS lokal agar lebih akurat dan terkini, serta peningkatan
komunikasi dan koordinasi lintas sektoral antara aparat pemerintah, pendamping, dan pihak terkait lainnya. Selain
itu, keterlibatan masyarakat dalam pemantauan serta pelaksanaan kewajiban program terbukti menjadi faktor kunci
yang dapat meningkatkan efektivitas program, sehingga kebijakan yang dirancang dapat diterapkan secara nyata
di lapangan. Dengan demikian, sinergi antara kebijakan formal, kapasitas institusional, manajemen data yang
handal, dan partisipasi masyarakat menjadi prasyarat penting agar PKH mampu memberikan dampak optimal
terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di Kelurahan Fandoi (Hutabarat, Lubis, and Suharyanto
2025).

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis kebijakan dan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Fandoi Distrik
Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan PKH secara umum telah dirancang
sesuai dengan kebutuhan keluarga miskin dan tujuan pembangunan kesejahteraan lokal, melalui bantuan tunai
bersyarat serta layanan pendukung di bidang kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan. Pelaksanaan program
menunjukkan hasil positif, antara lain penyaluran bantuan yang relatif tepat sasaran, peningkatan akses keluarga
penerima manfaat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta adanya perubahan perilaku positif terkait
kehadiran anak di sekolah dan pemeriksaan kesehatan balita. Meski demikian, beberapa hambatan masih ditemui,
seperti keterbatasan kapasitas petugas dan pendamping, kendala administrasi dan akurasi data, keterlambatan
penyaluran bantuan, serta rendahnya pemahaman sebagian penerima manfaat terhadap komponen dan kewajiban
program. Untuk meningkatkan efektivitas PKH, diperlukan perbaikan koordinasi antara kelurahan, pendamping,
dan dinas terkait, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pendamping, pembenahan data dan mekanisme
penyaluran, serta integrasi program pemberdayaan ekonomi dan pelatihan keterampilan bagi penerima manfaat
sehingga dampak kesejahteraan dapat lebih berkelanjutan. Kesimpulan ini dapat menjadi dasar bagi upaya
penguatan pelaksanaan PKH di tingkat lokal dan menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas
program bantuan sosial bersyarat di wilayah lain. Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar pelaksanaan
Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Fandoi lebih ditingkatkan melalui penguatan kapasitas
pendamping dan petugas lapangan melalui pelatihan berkala serta penyediaan fasilitas operasional yang memadai,
pembenahan sistem administrasi dan data DTKS agar lebih akurat dan mutakhir, serta perbaikan mekanisme
koordinasi lintas sektoral antara kelurahan, dinas terkait, dan pihak pendukung lainnya. Selain itu, sosialisasi dan
edukasi kepada keluarga penerima manfaat perlu ditingkatkan agar pemahaman terhadap kewajiban program lebih
baik, disertai integrasi program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan pendampingan berbasis
komunitas untuk mendorong kemandirian keluarga dan perubahan perilaku yang berkelanjutan. Strategi ini
diharapkan dapat meningkatkan efektivitas PKH, memastikan bantuan tepat sasaran, serta memberikan dampak
nyata dan berkelanjutan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
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